PEDOMAN PELAKSANAAN TIM PENGENDALIAN INFLAST DAERAH o

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARA;T; S

NOMOR 4§ TAHUN 2022

TENTANG '

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, .
bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertugas. = -
melakukan  pengumpulan - data - dan o oinformasic o
perkembangan harga barang kebutuhan pokolk dan.
penting serta jasa pada tingkat provinisi dengan .
menyusun kebjjakan koordinasi pengendalian inflasi

Lembaga/Instansi pada tingkat provinsi; . o
Bahwa Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017
tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, dalam rangka
untuk menjaga laju inflasi yang ‘rendab dan stabil,
sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi  yang.
berkesinambungan yang pade akhirnya ~memberikan
manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pengendalian inflasi untuk mencapai “sasaran inflagi -
yang ditetapkan pemerintah; . Coen TR e e
bahwa  berdasarkan  pertimbangan - sebagaimana -
dimaksud dalam hurufa dan huruf b, pé}:ﬁii:ﬁrnue_ﬁ'e{gﬁkafi;;f S
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah; .- B S e

Pasal 18 ayat (6) Undang-Uridang -~ Dasar  Negara =~
Republik Indonesia Tahun 1945; .~ LR
Undang-Undang Nomor 25. Tahun - 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah - Otonom . Provinsic
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 7
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 1106); FERRTEREE s e :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 - tentang
Pembentukan Peraturan - Perundang-Undangan =
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun = 2011 o
Nomor 82, Tambahan Lembaran® Negara - Republik’
Indonesia Nomor 5234) - sebagaimana’ “telahi diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undanngncian‘g'Namb_r'_'_lEf_.*:}f:‘@;mg;ﬂfzfé}gl"
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik JIndonesia’ Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik:
Indonesia Nomor 6398); BRI

RARD
foteenis




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor , 23 Tahun 2{)14 t@ntamg;:__;;;'_.;._5.-._..;-_ .

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2922 tentang vas;sz :

5. Keputusan Presiden Republik Indanesm Nemar 23 Twhun;

6. Peraturan Menteri Koordiriator B1dang Perekon@mian;

. PERATURAN = GUBERNUR TENTAN@ PE&@M

Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara }%&pubiiﬁar'i:ﬁ; B
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran = -
Negara Repubiﬁ{ Indonesia -Nomor . 5587’} sebagmmanfaf el
telah beberapa kali diubah dan'terakhir dengan Undang- - -
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan- =~ .
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pememztahamf*'_
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun - =
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaram Negaza Re;;mbhk‘
Indonesia Nomor 6757); :

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Repubhk Indonesia |
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan' Lembar&n Neg&m:-_:_-
Republik indonesia Nomor. G780);

2017 tentang Tim Pencendﬂzan Inﬂasa Namonal

Republik Indonesia Nomor 10 :Tahun 2017 Tentang
Mekanisme Dan Tata I;erga Tim: Penwendaizan nflasi
Pusat, Tim Pengendalian Inflasi: Daet ah Pravmsz, Dan Tim
Pengendaha:ﬂ Inflasi Daerah Kabupaten / I{Gta b

MEMUTUSKAN

PELAKSANAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAE%H

BABT
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 _
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dnnaksud dengarz

1. Daerah adalah Provinsi: Kahmamem Ba:ra‘t
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur Se’bag& unsm
penyelenggara Pemerintahan ‘Daerah yfmﬂ"
pelaksanaan = urusan - pemerm‘tahan yan
kewenangan Provms1 Kahmantan Barat

3. |

4. Sekretaris Daerah adaiah oekreiams Daerah._ vams;
Kahmantan Barat. s L

3.

adalah unsur pembantu Gubemur dan’ I;‘}ewan Per
Rakyat Daerah provinsi dalam menyelenggarak:a' '
Pemerintahan  yang men;adi ; '
Kalimantan Barat. :
6. Kantor Perwakilan Baﬂk Indonesz
Pcrwakﬂan Bank Iﬂcionesza Kahmanmm Barai
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

TPID ngkup Ka‘bupaten/ Kota adaiah ‘TPID yaﬁg bemd&f i
pada Kabupaten/ Kota. e
Rencana ~Pembangunan Jangk:a : Menenﬂfah Daemh
Provinsi Ixahmantan Barat yang seianjumya ds,s;mﬁkaﬁ S
RPJMD adalah dokumen perencanaan pemb&ﬂgﬁn@n; s
daerah untuk periode S (lima) tahun, yang merupakan -
penjabaran visi, misi dan program- ke‘paia daerah deng
berpedoman pada RPJP Daerah ser'ta memperhatzkan
RPJM Nasional. : ;

Peta Jalan (Roadmap) Peng@nﬁaﬁaﬂ Inﬂas:i Daﬂrah adal i
Pedoman dalam mengambil langkah untuk. mendukung
tez‘capamya sasalan pengend&i;&n mﬂas:t dz m331ng~;-___

menjadi  kebutuhan masyaral{at

umumnya. . i _
Peak Season adalah situasi atau kondlsl dlmaﬂa . tergaé

pemngkatam permintaan Seyem Ha:m Besar Keagamaaﬁ
Hari Nasmna} dan Mus1m Libumn g e

%@ham h&""z-"'r."

selanjutnya  disingkat APED 'aﬁalah-_fz-..dokumel
pendapatan dan rencana beianja pememni&l_” 1
selama 1 (satu) tahun yang drletapkan dengan _P@ tur

rencana ak31 SKPD dalam. z"angka pengendah”
vang diukur dengan- tingleat mﬁas:t masmg«masmg
komoditas pada periode ter‘i,en‘i:u o

Evaluasi = adalah kegmt&n membamdmgkaﬁ :
realisasi dan rencana tmgie;at inflasi . baik
kornoditas rnaupun secara menyeluruh Selama
tertentu. e

Volatile Food adaiah kcmponen mﬂas:t 'IHK: -y&ﬂm
mencangkup bebefapa baham makanaﬁ yang '-'-1"1
sangat berfluktuasi. S

Admmzstered Price adalah harc& Suatu barang ata____
yang beredar. SR S '

Tujuan d1tetapkannya Peraturan Lmbez 11111" im §
a. memmgl«::atk;an pex bmk&m kuahtas d;ata,_

kelancaran dlstnbusz
komunikasi efektif); dan

c. m&wu;udkan koor‘dma&-;z d&m kezj}asam s

GM"{I‘ %é&&)mj; SARMIRYL
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Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturaifz Gubemw mi :
meliputi: - R

a. penmgkatam ketersediaan komaditias penyumbaﬁg-' R :
inflasi; [N e R

b. pengantisipasian lonjakan permintaan - kemeditas--! o
penyumbang inflasi menjelang Peak Season; - S

¢.  peningkatan kualitas infrastruktur pendukmng serta- B
penguaian system logistik bahan pangan stra‘t@gm _ Ll

d. penyusunan kajian pendukung, pemngkatami:[ A
kompetensi sumber daya manusia  pendukung,: danj' L
adaptasi penggunaan teknologi digital; dan -~ - o

e. pemngkatan kerjasama, koordinasi, dan pelapor

BAB I '

PENINGKATAN KETERSEDIAAN RGWODITAC%

: PENYUMBANG INFLAST
Pasal 4

(1) Peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang 11’1ﬁ&81-1._.__;. G
dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan bidapg
ketahanan  pangan, Dbidang tanaman  ‘pangan; - .. -
hortikultura, perindustrian, perdagangan serta ‘bidang
yang melaksanakan kegiatan peningkatan- ket@rsedzaan_,‘, e
komodita% penyumbang inflasi kelompck vaiafzie jn}i}d

(2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai d&mg&n}{f,_: Sl
tugas fungsinya, melakukan peningkatan ketersediaan =
komoditas penyumbang inflasi kelompok . volatile: Jood i
melalui upaya penyampaian prognosa. ket&rsedlaaﬁ dad -
kebutuhan pangan pokok daerah Secafa Sll‘l@lgi% dam.:f:__ s
berkelanjutan. o : :

BAB III e
PENGANTISIPASIAN LONJAKAN PERMINTAAN KC)M@DET‘&S §
PENYUMBANG INFLASI MENJELANG PEAK SEASON

Bagian Kesatu
Kelompok Volatile Food
Pasal 5

(1) Kegiatan antisipasi lonjakan permintaan  komoditas @ = -
penyumbang inflasi kelompok volatile food dilaksanakan
oleh PD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan’ urmsan_. S e
bidang perindustrian, perdagangan, k:etahanan pangan; T
perkebunan, peternakan, keiautan per:k;anaﬁ Sl
kehutanan, tanaman pangan dan h{)ruiaﬁtumg el f
perhubungan, BULOG dan BUMD' serta P]i} t@zﬂkaﬁ ": R
lainnya. o R

(2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)§ sestiai demg&m S an
tugas fungsinya melakukan pemantauain: %zarga secdra e
periodik, serta dijadikan acuan untuk penerapan Early .
Warning System pemenuhan kebutuhan dan stabilitas

harga komoditas pcnyumbang 111:%1&5;1 i{omociztas vaﬁia‘tﬂ@' R

food. = _ '

RARG | PERANGERT DAERAN
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(1)

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN PENDUKUNG SERTA} .

(H

Baglan Keaiua B
Kelompok Admmzsterea" Pms:e -
Pasal 6 SR

Keg;at&n antisipasi ianjakan p@rmmtaan k@madzi&@f '_

penyumbang inflasi kelompok Administered  Price '
dilaksanakan oleh - PD/ Lembaga/lmsiansx Vamgf'_}_{_ﬁg SR

melaksanakan urusan - bidang - permdm@tman, S
perdagangan, bahan bakar minyak, I;stﬁk gas; cianz
pupuk serta PD/Lembaga/Instansi terkaz‘t lainnya ' CE
PD/ Lembaga /Instansi sebagaimana dlmaksud pada ay&‘%; S
(1) sesuai dengan  hugas fungsmya ‘melakukan o
pemenuhan kebutuhan angkutan umum, pengaturarn - -
distribusi barang dan orang serta pemamauan distribusi.
gas, bahan bakar minyak, 11smk dan pupu}c wecam-_'.f_
sinergis cEa_m berkelanjutan. SRR

BAB IV

PENGUATAN SISTEM LOGISTIK PANGAN

Bagian Kesatu = i
Penmgkaian Kuahtas Infrastmk_iur c’iam P@ndukung
Pagal' 7 - oo

Kegiatan - peningkatan mﬁastmktur dan bldang’_".
ketenagakerjaan, keSegahteraan mkyafa p@nﬁukumg'}
pengendalian = inflasi - daerah . dilaksanakan. oleh
PD/Lembaga/Instarisi yang: melaksm"zakaﬁ - ummanf
bidang pemeliharaan, pembangunan, dan:x_ konstﬂ:zk:sz;
jalan jemba‘tan bidang peng@mbanﬂaﬂ jaringan sumb 1
daya air, irigasi dan rawa, air minum, ke‘tenagakei jaan,
ketenagalistrikan, - kese;ahteraam rakyat ~serta:
PD/Lembaga/ Instanw terkait },amnya

PD/ Lembaga /Instansi sebagaamana d1mak$;ud pada vat
(1) sesuai -dengan ftugas: fungsmya mei’tkuk;__
peningkatan kualitas jalan-dan jembatan, mfra' tur
p@rtaman pengaturan tarif angkutan kendaraan umum' ;
tarif air minum, tarif dasar. hstr;.k dan pﬁnetapanliupah--
minimum regional sa,cara smergzs dan berkelaﬂj :

Bagzan I{eduq i
Penguatan Sistem Lagistzk Pangaﬂ F
Pasa18 '

Penguatan sistem - 100’18‘5211{ paﬂga_n dﬂaks&nakan
PD/Lembaga/ Instmm yang melaksanakan
bidang ketahanan pangan, sérta PD / L@mbagaj Iz‘zS :
lainnya yang - meiaksana,kam penguatan sastem 10@1@‘{1}@
pangan. R e

PD/Lembaga/ Instansi ssebagaimana dimakaud pada yat
(1) sesuai dengan tugas melakukan. p@nguatan sistem
logistik pangan, pengeloiaan dlS‘tI‘IbuSi dan Cadangm
pangan secara sinergis dan’ beakelanjutan. = :

WARSG | PRRANGRAT BRERAN
HURURM PRMRAKARIR

ASISTENT | GEKDA




KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PENDUKUNG, m il

BABV
PENYUSUNAN KAJIAN PENDURKUNG, PENINGKAT&N

ADAPTASI PENGGUNAAN TEKNOLOGi DIGIT&L
Bagian Kesatu .. -
Penyusunaﬂ Kajian Peﬂdukung _
: Pasal 0

Penyusunan kajian pendukung penﬁendahan mﬂa&z
dilaksanakan  oleh  PD/ Lemba&a/lms’canm yang
melaksanakan urusan < bidang pen@htid‘:a.
pengembangan, per@kanomxan R seri:a
PD/Lembaga/Instansi terkait lainnya. =~ = . -
PD/ Lembaga /Instansi sebagaimana dzmaksnd p&{ia aya’t o
(1) sesuai dengan tugas fungsmya melakukan
penyusunan kajian/reviu penetapan- tamf ‘angkutan -
penumpang umumn, kajian kebutuhan pangan pokok;
kajian penetapan upah minimum regional dan k&;zan.ﬂ
distribusi pangan sirategis s;ecara Smermsa dan_{_"}.
berkelanjutan. SRR Sl B

Bagian Kedua S e
Penmgkatan Kompetensi SDM P@ndukung el
Pasal 10 o S

Peningkatan kompetensi SDM penduklmg pengemﬁaﬁa

inflasi dilaksanakan oleh PD/Lembagd/Instansi 8
melaksanakan urusan bidang - pengembamgan %z,zm'bﬁ*rj
daya manusia dan bidang kebijakan perekansmmn %ﬁl‘“’tﬁ,
PD/Lembaga/Instansi terkait lainnya. i o
PD/ Lemhaga /Instansi sebagaimana dzmaksud pada ayai'- i

(1) sesuai dengan tugas" fungsmya meialisanai{am :
Capacity . Building TPID Provinsi dan TPID. Lingkup -
Kabupaten/Kota, pemberdayaan pen‘yuluh 'periammz o
dan kelompok tani/ neiayan dan/atau * k@i@mp@};{
masyarakat lainnya secara sinergis dan bez‘kelémmtaz‘i '

Aéaptasx Penggunaan Teknalogi ngztal
Pasal 11 : R

Sistem penyedxaan pelayanan mformasz seca::a Cepai
mudah, dan wajar sesuai petunjuk tekms ‘standar
layanan Informasi Publik vang berlaku secara ma‘smna};'.
dilaksanakan oleh PD/Lembaga/ Instansi’ iamnya yang.’;_
melaksanakan pelayanan 111f0rma81 pubhk yang. ce at,
tepat, dan sederhana - terka:it denﬁan k@i@rae_ e
pasokan, kelancaran dasmbuszt_, keterjang;kauan harga,
dan komunikasi efektif. . . R

PD/ Lembaga/ Instansi Sebagaimana d1ma1<:'%ud pada a}aif o
(1) sesuai dengan tugas furgsinya meny&mpaﬁ{am dat_a{:__-
dan informasi bersama pengendalian inflasi daerah = -
melalui empat strategi utama 4K (ketez‘sediaan pasokan, -
kelancaran distribusi, k@tf:zj}angkauan harga,, dém
komunikasi efektif). .
Penyampaian data dan mf@rm&m sebawmmana.; S
dimaksud pada ayat (2) dimput dalam aphkasz Sistern .
Informast Bersama Inflasi- Daerah Kahmamam Bﬁxaéz’. s
(S1B] JLM) Em“*&mm&* DARRAN RRE CEanT

FRHITRE

L

mmﬁx t @mz’mm :




(1)

(<)

BAB VI L o
PENINGKATAN KERJASAMA, KGQRDINASI I}AN
PELAPORAN - 7
Bagian Kesatu -~
Umum -
Pasal 12 _ SR
TPID Provinsi dan TPID - ngi«:up Kabupaten/ &ata
melaksanakan peningkatan ker;asam‘x k@ﬂrdmam ﬁan'_f:;ﬁ
pelaporan penwendahan inflasi - secara smergig daﬁ
berkelanjutan sesuai dengan ‘i;ugas fungsmya '

Peningkatan kerjasama,. kogrdmas&, dan paldpammff;;_
pengendalian inflasi oleh TPID Provinsi’ daﬁ T‘PID Linglup.
Kabupaten/Kota sebagaimana. dzmaksud pada ayai {1)__:
dilaksanakan melaluir : S o
a. rapat tingkat pimpman; T
b, rapat koordinasi; _

c. rapat publikasi; dan -
d. pelaporan. '

Baglan Kedu& R RO e
Rapat ngkat lepman o
Pasal 13 s

Rapat itmgkat pzmpmz—m mempakan Hsgh ng_,ze M@@

pada tmgkai: pimpinan. -

Rapat  sebagaimana dlmaksud pada S
diselenggarakan paling sedikit 1. (Satu) kah da}am 3@?‘(:&%1’ '
atau sewaktu-waktu jika dlperluksﬂ RN

Bagian Ketiga - = SR

Rapat Kéorcﬁina‘s’i

Pasal 14 = S e :

Rapat koardmasz diselenggarakan paimg sedikﬁ: 1 '

membahab permasaiahan '. strategls anti*szg:} 81
permasalahan; dan rekomendasi: kzebgakan penyelﬁ_eaa gl
permasalahan yang perha mendapat peﬂang _é:a. segera.
pada lingkup Kalimantan Barat i L

HARD PERANOGEAT DAREAIE
HURUN i

b

mwrm 1 -.:_ﬁ.gm“ :




-8 -

Bagian Keempat
Rapat Publikasi

Pasgal 15

Rapat publ-ika-éi’, terdist dark

rapat persiapan publikasi; dan
rapat pelaksanaan publikasi.

Pasal 16

Rapat persiapan publikasi sebagaimana dirﬁaksﬁd élifilmi_ B
Pasal 15 huruf a dilaksanakan dalam rangka pm‘gmpmy SR

pendahuluan sebelum Rapat publikasi dllaksana}&an

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan .': L
setiap 6 (enam} bulan sekalt dengan menggunaksm b&hanf S

hasil rilis Badan Pusat Statistilz,

Pasal 17

Rapat pelaksanaan publikasi sebagaimsma dzmaksud S
dalam Pasal 15 huruf b dilaksanaken dalam rangka. = =
menjelaskan kepada masyarakat temang ketersediaan -
dan harga-harga bahan pokok strategis serta upaya- =
upaya yang dilakukan oleh pemermtah daia;m ranﬂk&;_'_;

penﬁeﬂdaiaaﬂ inflasi.

Pelaksanaan publikasi sebagaimana dlmakﬁuci pada ay&i*.,._ ;
(1) melalui aplikasi Sistem Informasi Bersama Enﬂa&.._ﬂ--{f';'-___' L
Daerah Kalimantan Barat (SIBELI}}%K) dsm medza_j Sl

informasi lainnya.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 18

TPID Provinsi dan TPID Lingkup -::Kéa_l;imaﬁfaﬁ: 'Bafaf-'-._
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hurvfd .
wajib- menyusun laporan . pelak@m&am geﬁgandaﬁ&nﬁZ-iz_“':-';1---'..:'

inflasi. . _ . :
Laporan sebagaimana dimaksud pacia aj,fat (1) ier:dwz
dari: e _ S
a. laporan triwulan;

b. laporan tahunan; dan

c. laporan lainnya sesuai arahan sz Penga}:‘ah;:.f:._.
dan/ataun  Kelompok  Kerja N381§:1_§_13_}______T1m-:-"--

Pengenda}zan Inflasi.

Laporan triwulan harus dxsampmkmx k@ Kel@mgak; ‘E&ﬁja-;_-f.: B .
Nasional Tim Pengendalian Inﬁasz, Kemeﬁtemm Daiamf
Negeri, dan lembaga terkait 1&1112}37& sesuax kebui;ui’zmz'-;"j" SR

paling iambai sepuluh hari ketja bulan i}ez}aj{aﬂ

Laporan triwulan TPID Lingkup I&abupaten/ Kota %eiam'f”f'_f_'f i .
disampaikan sesuai ketentuan ayat (3) 3uga d:&tem‘%augkmi’ S

kepada TP’ID Provinsi.

HARG PERANDHAT DA
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CBABVH
PEMBIAYAAN
' Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Gubernur :i1i’3:i.’ dibebankan pada:
a. APBD; dan o e

b. sumber pembiayaan lainnya y&ng sah c‘ian i}.dak: mengikat Sesual ketﬁumm
peraturan perundang-undangan. = -

BAB VI
KE’TENTUAN PENUTUP

. Pasa’l 20 e
Peraturan Gubernur ini mulai berﬁia}{u pada tanggal dmndamgkai

Agar setiap orang mengetahumya, mememntahkan pengundangan
Gubernur ini dengan penempa‘cannya dalam Ber;ﬁa Daerah Pm a

Barat

Dltetapkan d1 Ponhaﬁak

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal & oo owll
SEKHETARIS DAERAH

PRO INSE KALIMANTAN BARAT

{lvis

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOF




BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :
a. APBD; dan

b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak m@i’lgtka‘c sesuai ketemum s
peraturan perundangundangan . : i

- BAB VIII |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Gubernur ini mulai bertaku pada ta;&ggal-diu‘ndangkaﬂé e

Agar setiap orang mengetahum}’a, memerintahikan pengundaﬁgan P&m‘tu_'.
Gubernur ini dengan penempatan:ﬁya dalam Berita’ Da@rah menm Kaizrﬁama

Ditetapkan di’?oﬂti&nak' S e
pada tanggal - e "za e -
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal ¢ nucv zosen
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR




